
 

 
 

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 63/M-DAG/PER/10/2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 
07/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan 
kebutuhan sumber daya manusia di bidang 
kemetrologian yang berorientasi pada pelayanan, 
penyuluhan dan pengawasan serta pengelolaan 
standar dan laboratorium kemetrologian, perlu 
dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan usia, 
kewenangan pembentukan Tim Teknis Uji 
Kompetensi dan masa berlaku sertifikat 
kompetensi;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan 
perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 
tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera 
dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi 
Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengapannya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 
tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan 
Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3351); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4019): 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5101); 

  13. 
 
14. 
 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

  15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

  16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

  17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang 
Penyelenggaraan Kemeterologian sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;  

  18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang 
Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/03/M.PAN/1/2005;  

  19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang 
Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan 
Laboratorium Kemetrologian; 

  20. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian 
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